
BUPATI TANA 'TOBAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

(EPUTUSAN BUPATI TANA TORA'IA

NoMoR :.1$ ft lrau;,* tae

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORA.'A,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 53 Tahun 2020

tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaa;r

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kab/Kota, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja Tahun

Anggaran 2026;

Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor ll2,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Undaag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturar perundang-undangan{tmbaran

Ncgara Republik lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapakati terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 te/rta'l.g perubahan Kedua Atas Undang-
Undan8 Nomor 12 Tahun 2O1i tentang pembentukan

Peraturan Perundaag-undangan (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahrn 2O22 Nomor 143, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor t3 Tahun 20ll tentang Fakir /
Miskin (Lembaran Negara Republik tndonesia Tanun 201 1/

1.

2.

3.



nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia

Nomor 5235);

4- Undang-undang NorEor 1l Tahun 2019 tentang

Kesejahtera8n Sosial (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoneeia

Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembatan Negara

Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undalg-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambshan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimara telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O23 tentang penetapan Peraturan Pemeriltah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Keda menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Thaun 6856);

6. Undang-Undang Nomor 147 Tshun 2O24 tentEng Kabupaten

Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (I€mbaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2O24 Nomor 333, Tambahan

I.embararr Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tairun

2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan s€bagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2OlS

tentanc Perubahen Atas Peraturen presiden Nomor 15 Tahun
2010 tentang Percepatan penangguiangan Kemiskinan
(I-€mbamn Negara Republik Indoneaia Tahun 2O1S Nomor

199);

9. Peratursn Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukumdaerah (Bertta Negera

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8O Tahun 2015 tentarg Pembentukan produk Hukuni
/



Menetapkan

KESATU

KEDUA

daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2018 Nomor

r s7);

10. Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tehun 2020

tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Keqja serta Pembinaan

Kelembagaan dan Sumber Daya Ma.nusia fim Koordinasi

Penanggulangan Kerniskinal hovinsi dan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota;

1l- pereturafl Daeiel K,abupatefl Tena Tor.qie Nomor 1O Tallutr

2016 tertts-ng Pembentukan dan Suaunart Perangkat Daerah

Eebagaimana t€lah diubah dengsn Peratursn Daerah

I(abupaten Tana Torqja Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Perubahal atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera-h:

12. Peraturan Daerah Kabupa.ten Tana Toraja Nomor 4 Tahun

2025 tentan8 Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

Tehun Anggaran 2026;

13, Peraturan Daerah l(abupaton Tana Torqia Nomor 32 Tahun

2025 tentang Penjabaran Anggaian Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggeran 2026;

MEMUTUSKAN:

'l\:gas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, yaitu melakukan koordinaei perumusan

kenijakan,perencanaan,pelaksanaandan pemantauan

pelaksanaaa penanggulangsr kemiskinan di Kabupaten

Tana Toraja dengan rnenyelenggarakan fungsi:

a,menyusun Rerrcana Perranggulalgan Kemiekinal

dacrah (RPKD) dan Rencarra Akei Daerall (RAD);
I

Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangar Kemiskinan

(TKPK) Kabupaten Tana Tor4ja Tahun Anggaran 2026;

sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini,



4

KETIGA

KEEMPAT

KELTMA

b. mengkoordinasikan penjrusunan rancangan Rencana

Kerja Perangkat daerah (RPKD) Kabupat€n Tana Toraja

di bidang pcnanggulaagan kcmiakinan;

c. rnengkoordinasikan pelaksanaan program bidang

Penanggula-ngan Kcmiskin n;

d.memlasilitasi pengembangan kemitraan bidang

penan6gulangaa kerniskinanr

e. menjrusun instnlment pems,ntauan,Pelalsanaan, dan

pcl,aporan hasil pqnantauan pclaksartaan

p€nanggulangan Kcmi8kinan

f. mengelois. pengaduar masyarEkat di bidang

p€nanggutangan kemiskinan Ecsuai dengan ketentuan

peratur€-n perundangan; darr

8. mels.ksanakan fungsi lain yang diberikan oleh BuPati'

: Keanggotaan Tim Koordinasi scbagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA terdiri dari :

a. Unsur pemerintah daerah;

b. Masyarakat;

c. Dunia Ueaha; dan

d. Pemangku kePentingan letnnya'

Untuk meEbantu pelakeanaan tuges tim sebagaimana

dimakaud Diktum KEDUA dibentuk 8eket, iat TKPK

sebagaimana tercantum Azl^m La'mpiran II yang

merupakan bagial tidak terpioahkan dari Keputusan

Bupati ini
: Selcetariat TKPK sebagaimana dimaksud Dildum Keefirpat

mempunyai tugas :

a. Memberikan dukungar:r administrasi;

b. Mcnyiapkan data dan inforrnali Pcnai68ulan8an

Kemiskinan;

c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aftsi, dan agenda

keia tahunan;

d. Memberikan dukung,an bahan kebijakan lainnya kepada

TKPK Kabupaten Tena Toraja:

e. Berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan dan

Litbang Daerah(Bappetitbangda) Kabupaten Tana

Toraja;dan

/
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KETUJUH
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Ditetapkan di Makal€

pada tanggal $ ;lanu*t 26e6

fte,
PATI TANA TORAJ^f

/ TOMBEG

Tembusan. disampaikan keoada Yth. :

l. Gub€.nur SulaweBi Selatan

2. Ketua DPRD I(abupat n Tana Toraja;

3. Sekretaris Daerah lQbupaten Tara Torajq
4. InsFktur KabupsteD Tana Toraja;

5. Kepala BPKPD lhbupaten Tana Toraja;

6. Masiag-aasing anercta tira di teEpat.

f- Bertarggung jawab kepada ketua TKPK K.abupaten Tana

Toraja

: Segala biaya yalg timbul s€hubungan dengar pelaksanaan

Keputusan ini dibebank6rl Bda Anggsran Pendapal-al dar

Belsnja Daerah KabuPaten Tana Tor4la Tahun Anggaran

2026 melalui pos anggaran yang berkenaan.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tenggal

ditetapkan.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORA"IA

NoMoR | 2s lT I TAyn,N ret 6

TANGCAL :B Adfln ed\4

TENTANG : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK}

KABUPATEN TANA TORrq"lA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN ANGGARAN 2026

1. Penanggunglawab : Bupati Tana Toraja

II. Ketua : Wakil Bupati Tane Toraja

Ill. Wakii Ketua : Kepala Bappelitbangda l(ab. Tana Toraja

lV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kab. Tana Toraja

v- Kelompok Pengelola Prcgram :

l.Kelompok Peagelola prograra Bantuen Sosial dan Jamin-an Sosia.l

Terpadu Berbasis Rumah Tangga,Keluarga atau individu

- Koordinator : Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat

2.Nelompok Pengelola Program Pemberdayaan MasysJakat dan Penguatan

pelaku usaha mil<Io dan kecil

- Koordinator : Asisten Il Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Kabupaten Tana Torsja

- Anggota :

l. Kepala Eladan Pusat Statistik Kab. Tana Tor4ia;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tana

Toraja;

3. Kepala Dinas Kesehatarr Kab.Tara Toraja;

4. Kepala Dinas Pertanian,Ketahanan pangan,dan

Perikanan Kab.Tana Torda;

5. Kepala Dinas Komunikasi,Informatika,

Persandian Kab.Tana Tora.ja;

u""/

6. Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian Kab.Tana Toraja;
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7. Kepela Dina8 Pekerjar-n Umum da.n Tata Ruang

Kab.Tana Toraja;

8. I(epala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak,Pengerrdalian Pcaduduk &

Keluarga Berencana Kab-Tana Torqia;

9. Kepala Dinas Pemberdayean Masyaralat dan

kmbang Kab.Tana Toraja;

10. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Tana Toraja;

11. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan,dan olahraga

Kab.Tana Toraja;

12. Kepala Dinas PeruEahan Ralryat dan Kawasan

Permukimar I(ob.Tana Toraja;

13. Kepala Dinas Tmaga Keda dan Tran8migrasi

Kab.Tana Toraia;

14. Kepala Badar Pengelolaan Keuargart dan

PendaPatan Daerah Kab.Tana Toraja;

TAITA TORAJt
IZADRAX TOXBEC}
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LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NoMoR , 5ll l tu,t* cot;
TANGGA! :8 }alot1n, SDIG

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KooRDINASI

KEMSKINAN(TKPK) KABUPATEN TANA
ANGGARAN 2026

PENANGGUL{NGAN

TORA'A TAHUN

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGUI,ANGAN KEMISKINAN (TKPK)

KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN ANGGARAN 2026

l. Ketua

ll. Walil Ketua

III. Anggota

: Sekretaris Bappelitbangda Kabupatcn Tana Torqia

: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Selcetariat
Daerah Kabupaten Tana Torqja

:

l. Kepala Bidang Ekonoml Bappeltbangda Kab. Tana

Toraja;

2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bappeti tbarl gda Kab. Tana Toraja;

3. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappelitbangda

Kab.Tana Toraja;

4. Kepala Bidang Fisik dan Prasamna Bappelitbangda Kab.

Tana Torqia;

5. Para Iksubag Fungsional perencana dan Stsf
Bappelitbangda Kab. Tana Toraja;

6- IGbag Hukum pada Sekretariat Daeral Kab. Tana Toraja;
7. Camat Se-tkbupatcn Tana Toraja.

TORA.'^t

TOMBDG


